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964/PMD.06/PIAK 
Penting 
1 (satu) berkas 
Permohonan Persetujuan Hak 
Akses DWH Terpusat Bagi 
Lembaga Pengguna 

 
 
 
Bandung, 14 Desember 2021 
 
Kepada  

Yth. Bapak Direktur Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 

       di 

J A K A R T A 

 

 

 

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan 

Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Jawa Barat, telah melakukan kerjasama pemanfaatan data 

kependudukan untuk kepentingan sinkronisasi, verifikasi dan validasi data 

kependudukan pelanggar Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur serta 

penerima bantuan keuangan dan hibah/bantuan bidang ketentraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dokumen 

kelengkapan permohonan Hak Akses terhadap Data Warehouse (DWH) 

Terpusat, yang terdiri dari : 

1. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa 

Barat; 

2. Naskah Petunjuk Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

Data Kependudukan Dan KTP-Elektronik oleh Lembaga Pengguna Tingkat 

Provinsi Jawa Barat dalam layanan lingkup tugas Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Jawa Barat; 

3. Surat Permohonan Persetujuan Akses User Admin OPD; 

4. Surat Perintah Penunjukan Tim Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data 

Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Jawa Barat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;dan  

5. Surat Permohonan User ID Development dan Admin dari Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. 
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Demikian hal ini disampaikan, mohon kiranya persetujuan/approval Hak 

Akses terhadap DWH Terpusat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas 

perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih. 

 

 

 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI 
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965/KOM.03/PIAK  
Penting 
1 (satu) berkas 
Permohonan Persetujuan Akses 
User ID Lembaga Pengguna 

 
Bandung, 14 Desember 2021 
 
Kepada  

Yth. Bapak Direktur Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 

       di 

J A K A R T A 

 

 

 

Disampaikan dengan hormat, berpedoman pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan 

Pemanfaatan Data Kependudukan, bahwa akses data kependudukan dikelola 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat dan ketentuan 

yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan 

permohonan persetujuan akses User ID Lembaga Pengguna untuk Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Surat Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Nomor 4522/OT.03/Gakda Tanggal 

10 Desember 2021 Hal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat Pemanfaatan 

Data Kependudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat  

(terlampir) sebagai berikut : 

Nama  : Drs. M. ADE AFRIANDI, MT. 
NIK  : 3204052710660002 
NIP  : 19661027 198702 1 002 
Jabatan  :  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa 

Barat 
Jumlah kuota  
yang dimohon : 50 kuota akses hit NIK per hari 

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak 

dihaturkan terimakasih. 

 

 
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT, 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tembusan : 
Yth. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI 







 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  

REPUBLIK INDONESIA                       

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL       
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19  Jakarta Selatan 12072    

Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770 

 

Jakarta,  28 Oktober 2021 

                   

Nomor : 470/14632/Dukcapil  Yth.  Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jawa Barat  

di 

       Bandung 

Sifat : Segera   

Lampiran : 1 (satu) berkas  

Hal : Persetujuan Permohonan 

Pemanfaatan Data Kependudukan 

 

 

Memperhatikan surat Saudara Nomor 687/PMD.06/PIAK tanggal    

22 September 2021 Perihal Permohonan Ijin Kerja Sama  Pemanfaatan 

Data Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna, dengan ini disampaikan 

bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan permohonan 

pemanfaatan data kependudukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol 

PP) Provinsi Jawan Barat, dengan rincian sebagaimana dalam Lampiran 

surat ini.  

Selanjutnya, agar Saudara memedomani Surat Direktur Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/2768/DUKCAPIL tanggal  

5 Maret 2020 hal Percepatan Pemberian Hak Akses Data Kependudukan 

melalui DWH Terpusat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan 

Data Kependudukan. 

 

Demikian disampaikan untuk dipedomani. 

 
 Direktur Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

 
 

 

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



LAMPIRAN 

HAL: PERSETUJUAN PERMOHONAN  PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NO NAMA PENGGUNA
TUJUAN PEMANFAATAN DATA 

KEPENDUDUKAN
ELEMEN DATA YANG DIAKSES METODE AKSES DATA BALIKAN JANGKA WAKTU

1 1. No. KK

2. NIK

3. Nama Lengkap

4. Jenis Kelamin 2. Penggunaan

5. Tempat Lahir Card Reader

6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir

7. Status Perkawinan

8. Jenis Pekerjaan

9. Alamat Sekarang

SURAT DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR  470/14632/Dukcapil

1. Web Portal 

(call_NIK) melalui 

jaringan tertutup 

2 (dua) tahun sejak 

ditanda tangani PKS

verifikasi dan validasi data 

kependudukan pelanggar 

Perda/Pergub serta penerima 

bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan bidang 

ketentraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat

nomor register pelanggar Perda/Pergub 

serta penerima bantuan keuangan dan 

hibah/bantuan bidang ketentraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat dan jenis bantuan

Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP)

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah
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Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURAT PERINTAH 
NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK 

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan  
Pemanfaatan Data Kependudukan. 

2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 
9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan 

MEMERINTAHKAN 

KEPADA : 
1. Nama 

Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

H. BULDANSAH, AP., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b) 
19760402 199602 1 003 
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi     
Kependudukan dan Pemanfaatan Data. 

  2. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

Hj. RIDA FARIDA, S.Sos. 
Penata Tingkat I (III/d) 
19740114 199803 2 002 
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 

  3. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

HENDRA SETIAWAN, SE.  
Penata Muda Tingkat I ( III/b )  
19731109 200701 1 005 
Analis Kerjasama 

  4. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 
Jabatan 

: 
: 
: 
: 

MUSTAPIT NURMANSAH, ST. 
Penata Muda (III/a) 
198905082020121009 
Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan 

  5. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Jabatan 

: 
: 
: 
: 

REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md. 
Pengatur (II/c) 
19900502 201903 1 010 
Pengelola Data 

  6. Nama 
Pangkat/Golongan 
NIP 

Jabatan 

: 
: 
: 
: 

ENDANG SUSANTO ST. 
- 
- 
Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh 
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara 

UNTUK : 1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap 
lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data  
Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat 
Daerah di Jawa Barat. 

2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna  
/Perangkat Daerah di Jawa Barat. 

3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan 
melalui Dataware House Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri RI; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data 
kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui Dataware 
House Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kementerian 
Dalam Negeri RI; 

5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh 
Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa 
Barat;dan 

6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

  Ditetapkan di Bandung 

  
Pada Tanggal   06 Desember 2021 

 

 

KEPALA DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

PROVINSI JAWA BARAT, 
 

 




